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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI 

PENANAMAN MODAL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN 

TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip 

Penanaman Modal; 

  b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; 

  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4054); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4775); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5899); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3718);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4758); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4759); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Kawasan Sabang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5175); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5186); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5284); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5287); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5783); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5806); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

30. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang 

Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha 
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yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

31. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 210); 

32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

33. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4); 

34. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 8); 

35. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 97); 

36. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 

Pendatang; 

37. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang 

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 

tentang Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143); 

39. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan 
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Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 

Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

108); 

40. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-

IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);  

41. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1934); 

42. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 

Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947); 

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1955); 

44. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970); 

www.peraturan.go.id



2016, No.1623 -8- 

45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di 

Bidang Perdagangan dalam rangka Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modalsebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang di Bidang Perdagangan dalam rangka 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 155); 

46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836); 

47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan 

Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004); 

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2053); 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2042); 

50. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan 
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Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor1133); 

51. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-

II/2015tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);  

52. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan 

dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 61); 

53. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang 

Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135); 

54. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam rangka 
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Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187); 

55. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 22);  

56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 276); 

57. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95Tahun 

2015tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1635); 

58. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman 

Modal kepada Dewan Kawasan Sabang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 504); 

59. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal 

kepada Dewan Kawasan Sabang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 505); 

60. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
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Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 942); 

61. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha dalam rangka Penanaman Modal 

kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, 

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjung 

Pinang dan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

943); 

62. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

444); 

63. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

445); 

64. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1617); 

65. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung 
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Lesung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 278); 

66. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung 

Lesung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 279); 

67. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 756); 

68. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

853); 

69. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481); 

70. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal 

kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus 

Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 827); 

71. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala 
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Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 828); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 

14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN 

PRINSIP PENANAMAN MODAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Percepatan penerbitan Izin Investasi diberikan pada 

perusahaan atas proyek-proyek baik baru maupun 

perluasanyang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. nilai investasi paling sedikit 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling 

sedikit 1.000 (seribu) orang; 

c. industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu 

yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas 

di dalam negeri (Inland Free Trade 
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Arrangement), sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, dengan 

tetap memperhatikan ketentuan dalam huruf a 

dan/atau b;  

d. perusahaan di bidang usaha industri tertentu 

yang menjadi bagian dari mata rantai produksi 

(supply chain), dengan persyaratan 

menyampaikan surat pernyataan atau nota 

kesepahaman sebagai pemasok dari 

perusahaan penggguna produk yang akan 

dihasilkan; 

e. perusahaan yang berlokasi di Kawasan 

Ekonomi Khusus;  

f. perusahaan yang mengikuti program 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dengan 

persyaratan melampirkanrekaman Surat 

Keterangan Pengampunan Pajak yang 

diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat 

yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan; 

dan/atau 

g. proyek infrastruktur di sektor: 

1. energi dan sumber daya mineral, yang 

meliputibidang usaha pembangkitantenaga 

listrik >10 MW dalam 1 (satu) lokasi (KBLI 

35101), transmisi tenaga listrik (KBLI 

35102), distribusi tenaga listrik (KBLI 

35103), pengusahaan tenaga panas bumi 

(KBLI 06202), termasuk penetapan wilayah 

usaha, bidang usaha penjualan tenaga 

listrik, termasuk penetapan wilayah usaha, 

aktivitaskelistrikan (KBLI 35104), izin 

usaha sementara hilir minyak dan gas 

bumi; 

2. komunikasi dan informatika, yang meliputi 

aktivitas telekomunikasi dengan kabel 

(KBLI 61100), aktivitas telekomunikasi 

dengan tanpa kabel (KBLI 61200), aktivitas 
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telekomunikasi satelit (KBLI 61300), dan 

bidang usaha penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi yang terintegrasi dengan 

jasa telekomunikasi(KBLI 61100, 61200, 

61300), jasa sistem komunikasi (KBLI 

61922), jasa internet teleponi untuk 

keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923), jasa 

multimedia lainnya (KBLI 61929),internet 

service provider(KBLI 61921), jasa 

panggilan premium (premium call)(KBLI 

61911), dan jasa nilai tambah teleponi 

lainnya(KBLI 61919); 

3. perhubungan, yang meliputi bidang usaha 

perkeretaapian(angkutan jalan rel 

perkotaan dan wisata untuk 

penumpang(KBLI 4944), angkutan jalan rel 

lainnya(KBLI 4945), bidang usaha aktivitas 

pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221), 

dan bidang usaha aktivitas 

kebandarudaraan (KBLI 52230)); atau 

4. pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 

yang meliputi bidang usaha aktivitas jalan 

tol (KBLI 52213),bidang usaha 

pengusahaan sumber daya air dan irigasi 

(KBLI 36001-36002), bidang usaha 

pengusahaan air minum (KBLI 36001-

36002), bidang usaha pengelolaan limbah 

(pengumpulan air limbah yang tidak 

berbahaya (KBLI 370011), pengelolaan dan 

pembuangan limbah yang tidak berbahaya 

(KBLI 37021), bidang usaha sistem 

pengelolaan persampahan (pengumpulan 

sampah yang tidak berbahaya(KBLI 

38110), pengelolaandan pembuangan 

sampah yang tidak berbahaya (KBLI 

38211). 
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(2) Percepatan penerbitan Izin Investasi dalam rangka 

program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atas 

proyek baru juga diberikan kepada orang pribadi, 

dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat 

Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan 

oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk 

atas nama Menteri Keuangan. 

(3) Percepatan penerbitan Izin Investasi dalam rangka 

program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atas 

proyek perluasan juga diberikan kepada orang 

pribadi yang memiliki usaha perseorangan PMDN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b, dengan persyaratan melampirkan rekaman 

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang 

diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat 

yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan. 

(4) Permohonan dan persyaratan pengajuan Izin 

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) diajukanpada PTSP Pusat di BKPM, 

BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP 

KPBPB, dan PTSP KEKsesuai kewenangannya, 

menggunakan formulir permohonan sesuai dengan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  

(5) Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak 

diterimanya permohonan yang lengkap dan benar 

pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, 

BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP 

KEK sesuai dengan kewenangannya. 

(6) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP 

KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya yang 

akan melayani Izin Investasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) terlebih dahulu mengirimkan surat 

kesiapan kepada Kepala BKPM menggunakan 

Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 
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(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan secara langsung oleh seluruh calon 

pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP 

Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB 

dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.  

(8) Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang 

tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu 

calon pemegang saham dengan melampirkan surat 

kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak 

dapat hadir. 

(9) Untuk perluasan usaha penanaman modal dengan 

kegiatan usaha sesuai kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan 

disampaikan oleh PimpinanPerusahaan ke PTSP 

Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP 

Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai 

kewenangannya. 

(10) Izin Investasi yang diajukan melalui PTSP Pusat di 

BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditandatangani oleh Deputi atau Direkturdi Unit 

Deputi Pelayanan Penanaman Modal. 

(11) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP 

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditandatangani oleh Kepala BPMTPSP Provinsi atau 

Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi. 

(12) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) ditandatangani oleh Kepala BPMTPSP 

Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Penyelenggara 

PTSP Kabupaten/Kota. 

(13) Izin Investasi yang diajukan melalui KPBPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani 

oleh Kepala PTSP KPBPB. 

(14) Izin Investasi yang diajukan melalui KEK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani 

oleh Kepala PTSP KEK. 
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(15) Bentuk Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kepala ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 30A diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 30A 

(1) Pelaksanaan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam Kerja di 

PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP 

Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK, 

meliputi penerbitan Izin Investasi, dan perizinan 

pelaksanaan lainnya dengan kriteria yang ditetapkan 

oleh Kepala BKPM/Gubernur/Bupati/Walikota/ 

Kepala BPKPBPB/Administrator KEK sesuai 

kewenangannya. 

(2) Dalam hal BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP 

Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK 

belum siap menyelenggarakan Layanan Investasi 3 

(tiga) Jam Kerja maka Layanan Investasi 3 (tiga) Jam 

Kerjadapat diselenggarakan oleh PTSP Pusat di 

BKPM berdasarkan surat keterangan dari BPMPTSP 

Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, 

dan PTSP KEK kepada Kepala BKPM yang 

menyatakan belum dapat memberikan Layanan 

Investasi 3 (tiga) Jam Kerja. 

(3) Dalam hal perusahaan akan melakukan perubahan 

penyertaan modal dan/atau perubahan pemegang 

saham dengan mengikutsertakan perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 

huruf f dan/atau orang pribadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat diberikan 

percepatan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam Kerja, 

dengan persyaratan tambahan melampirkan 

rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak 
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yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau 

pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  28 Oktober 2016 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Oktober 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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